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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN 

DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Pusat Kesehatan 
Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 ten tang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 / Permentan/ OT. 
140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat 
Kesehatan Hewan (Puskeswan); 

11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan 
Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
12), 

13. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Tahun 
2016 Nomor 64); 

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 
2016 tentang Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2016 Nomor 90); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN 
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI 
SELATAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kcpala Dacrah sebagai unsur perryclenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

7. Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya 

disingkat UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskeswan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT. 

11. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos 

Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. 

12. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung 

jawab secara profesional dalam pelayanan dibidang kesehatan hewan di 

Puskeswan. 

13. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan 

kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran 

hewan. 

14. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas 

membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan. 

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 

UPT Puskeswan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

16. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang 

disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, 

trauma, keracunan, infeksi mekroorganisme patogen seperti virus, bakteri, 

it)af cendawan, ricketsia, infestasi perasit dan atau penyebab lainnya. 
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17. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan 

dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit 

hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti 

air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis 

atau vektor. 

18. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara baik yang dipelihara 

maupun yang dihabitat alam. 

19. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan 

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-

hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Pusat Kesehatan Hewan 
Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD kelas A. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) UPTD merupakan bagian dari perangkat Daerah. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1)  Susunan Organisasi UPTD terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)  Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
UPTD Pusat Kesehatan Hewan 

Pasal 5 

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan melaksanakan tugas teknis operasional dalam 

bidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan 

penyuluhan dibidang kesehatan hewan, memberikan surat keterangan dokter 

hewan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPTD 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD; 

b. pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD; 
c. pelaksanaan penyehatan hewan; 

d. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; 

e. pelaksanaan epidemiologic; 

f. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; 

g. pemberian pelayanan jasa veteriner; 

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD; 

i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur 
dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana 
kegiatan program UPTD; 
monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; 
dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan 
pelayanan administrasi UPTD dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
UPTD. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai 
berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; 

b. menyelenggarakan urusan tata usaha dan kearsipan; 

c. melaksanakan pengelolaan urusan usaha rumah tangga, keamanan 
dan kebersihan lingkungan kantor; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kuja dan anggarari 
belanja UPTD; 

 

►nggota  

►nggota 

 

 



Anggota  

Anggota  

Anggota  

Anggota   
Cif  

etnggota  

-6- 

P  menyiapkan bahan penyusunan, pengevaluasian dan pelaporan 
pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi 
di lingkungan UPTD; dan 

f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 7 

(1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian 
dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

(6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 

BAB V 
ESELON 

Pasal 8 

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan 
pengawas atau sebutan lainnya. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural 
eselon IV.b atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 9 

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan 
masing-masing. 

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas mclakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 



SEKRETARIS DA  H 
KABUPATEN T-TUT,I) GAT SELATAN, 

MUHAMMAD IDEHAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAI-TUN 2017 NOMOR 
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BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Pembiayaan kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
unda_ngan yang berla_ku, 

BAB 'yin 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Pejabat Struktural pada UPT Pusat Kesehatan Hewan dan jajarannya yang 
diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas 
dan fungsinya sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan 
Bupati ini, 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 29 d, em 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 
HEWAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU 
SUNGAI SF,T,ATAN 

BAGAN STRUKTUR UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 
DINAS PERTANIAN 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

UPTD 
PUSAT KESEHATAN HEWAN 

Sub Bagian Tata 
Usaha 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

4  BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

ACHMAD FIKRY 
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